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ABSTRACT

Digital transformation in land services is a key agenda of the Ministry of
Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to improve public
service quality, including through the issuance of electronic certificates replacing
analog certificates under Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial
Planning Number 3 of 2023. The Land Office of Pagar Alam City has implemented
this policy, making it relevant to examine community satisfaction with this
transition.

This research aims to determine the level of community satisfaction with
electronic certificate services and its effectiveness compared to the analog system.
The method used is quantitative comparative descriptive, involving 100 respondents
with experience of both systems, selected through purposive sampling. Data were
collected using a Likert scale questionnaire from 1 to 4 across nine service elements
under Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform
Number 14 of 2017, analyzed using the Community Satisfaction Index and a
Wilcoxon Signed Ranks Test.

The findings show that satisfaction with the analog certificate falls into the
Good category (score 76.60), with Completion Time and Complaint Handling as
the weakest elements. After the shift to the electronic certificate, satisfaction rose to
the Very Good category (score 81.50). The Wilcoxon test produced a Z value of -
7.380 with a significance of 0.000, confirming a significant difference between the
two systems, with 83 of 100 respondents reporting increased satisfaction.

It can be concluded that electronic certificates at the Land Olffice of Pagar
Alam City have proven statistically effective in increasing community satisfaction,
although completion time and complaint handling still require improvement.
Keywords: community satisfaction, electronic certificate, Community Satisfaction

Index, service effectiveness, Pagar Alam City
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan aset fundamental yang sangat penting bagi kehidupan
manusia karena memiliki peran ganda sebagai sumber pangan sekaligus faktor
produksi utama bagi berbagai kegiatan ekonomi. Bidang tanah dapat didefinisikan
sebagai suatu area permukaan bumi yang memiliki batas-batas tertentu, letak
geografis yang spesifik, serta luas yang dapat diukur, dan menjadi objek dari
kepemilikan dan hak-hak hukum (Alimuddin, 2021). Keberadaan tanah memiliki
nilai strategis yang tinggi karena menjadi komoditas penting yang mendukung
kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek, mulai dari tempat tinggal hingga
pengembangan usaha ekonomi. Mengingat pentingnya bidang tanah bagi
kehidupan manusia, aturan hukum yang sempurna diperlukan untuk mengatur
penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah, sehingga dapat menghindari
terjadinya sengketa kepemilikan dan memberikan kepastian hukum bagi setiap
pemegang hak (Ramadhani, 2021).

Jaminan kepastian hukum atas tanah diperlukan melalui pendaftaran bidang
tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia,
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun
1960 (UUPA). Pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi
pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak atas bidang tanah, dan
pencatatan peralihan hak-hak tersebut (Diana, 2025). Pasal 19 UUPA menegaskan
bahwa jaminan kepastian hukum tersebut mencakup tiga elemen penting: jaminan
terhadap subyek hak atas tanah (pihak yang memiliki hak), jaminan terhadap obyek
hak atas tanah (letak, batas, dan luas bidang tanah), serta jaminan atas hak-hak
spesifik yang dimiliki pemegang hak (Samad dkk., 2025). Sertipikat tanah
merupakan surat tanda bukti hak yang diakui sebagai alat bukti yang kuat dan

menjadi hasil akhir dari proses pendaftaran tanah, sebagaimana ditetapkan oleh



Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Sertipikat ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan
dan hak-hak atas bidang tanah, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada
pemegang hak (Ramadhani, 2021).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) memiliki tanggung jawab utama sebagai lembaga penyedia layanan
publik di bidang pertanahan. Melalui kantor pertanahan di tingkat kota dan
kabupaten, ATR/BPN harus memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan
sesuai dengan prinsip kepastian hukum kepada masyarakat. Pelayanan publik yang
berkualitas harus terus ditingkatkan melalui pembaruan kebijakan dan penertiban
ketentuan agar dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang
modern dan efisien (Rahmawati, 2024). Pelayanan pertanahan merupakan aspek
penting yang harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang profesional,
responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik (Paulus Polli C, 2024).

Pemerintah mendapat dorongan kuat untuk melakukan reformasi besar
dalam sistem pelayanan publik, termasuk di bidang pertanahan, mengingat era
globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini. Arus informasi yang cepat
mengubah paradigma kekuasaan dari yang bersifat sentralistik menjadi lebih
terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adaptasi pemerintah melalui
penerapan teknologi dalam pelayanan menjadi sangat penting agar mampu
memberikan kemudahan dan efisiensi bagi publik (Kayati, 2025). Tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien membuat
inovasi menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan bagi setiap lembaga publik,
termasuk ATR/BPN, agar dapat memperkuat sistem pelayanan yang berbasis digital
(Agrita, 2022).

Kementerian ATR/BPN telah melakukan inovasi besar melalui pelayanan
sertipikat tanah elektronik (sertipikat-el) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik
dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sertipikat elektronik dirancang untuk
menggantikan sertipikat analog dengan dokumen digital yang tersimpan aman

dalam basis data elektronik. Data elektronik ini mencakup berbagai aspek penting



seperti data spasial (informasi tentang lokasi dan batas-batas tanah), data yuridis
(informasi hukum tentang hak atas tanah dan riwayat hak kepemilikan), peta
pendaftaran tanah, serta informasi penilaian dan penggunaan tanah. Langkah
inovatif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat
keamanan data, dan mengurangi risiko kehilangan atau pemalsuan dokumen
(Hidayah dkk., 2024). Sistem pertanahan yang lebih transparan, mudah diakses,
serta bebas dari praktik korupsi dan tumpang tindih kepemilikan tanah dapat
tercipta melalui pelayanan sertipikat elektronik ini, mengingat persoalan-persoalan
tersebut telah lama menjadi hambatan utama dalam pengelolaan aset pertanahan
(Maulana dkk., 2024). Namun demikian, keberhasilan penggunaan sertipikat
elektronik tidak semata-mata ditentukan oleh aspek teknologinya, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan selama proses pembuatan
sertipikat elektronik tersebut.

Pelayanan sertipikat elektronik tidak terlepas dari berbagai tantangan dan
hambatan yang muncul. (Deda, 2022) menjelaskan apabila ketidaksiapan
infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia merupakan salah satu kendala
utama dalam mengelola sistem baru ini. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap
implementasi sertipikat elektronik menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas
inovasi tersebut. Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 menetapkan bahwa penilaian kualitas dilakukan melalui
survei dengan menggunakan sembilan unsur pelayanan sebagai indikator, yaitu
persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya
atau tarif, produk atau spesifikasi layanan, kompetensi pelaksana, perilaku
pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.
Dengan menggunakan kerangka kerja ini, penyelenggara pelayanan publik dapat
mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, sehingga
kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal.

Keluhan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi pertanahan yang lambat,
berbelit-belit, dan kurang transparan telah berlangsung selama bertahun-tahun.

(Ombudsman RI, 2024) mencatat bahwa BPN menempati urutan kedua dalam



menerima laporan masyarakat, yakni sebanyak 466 laporan terkait maladministrasi
pelayanan publik, yang mencakup praktik pungutan liar, keterlambatan proses, dan
penyimpangan prosedur. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan sistem
pelayanan publik di bidang pertanahan menjadi hal yang mendesak agar tercipta
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan kepastian
hukum atas kepemilikan tanah (Ulya dkk., 2024). Kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik berfungsi sebagai indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas
dan efisiensi suatu pemerintahan. Berdasarkan Ma & Zheng (2018), kepuasan
publik menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memenuhi harapan
masyarakat. Peningkatan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan terjadi jika
masyarakat merasa puas dengan layanan yang disediakan. Sebaliknya,
ketidakpuasan dapat memicu dampak negatif, seperti protes sosial dan penurunan
legitimasi pemerintah (Wahyudi & Kharisma Safira, 2025).

Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan karakteristik geografis yang
beragam, mulai dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan yang memiliki
potensi pertanian yang kaya. Salah satu wilayah yang berada pada kawasan
pegunungan tersebut adalah Kota Pagar Alam. Letaknya yang berada pada dataran
tinggi membedakannya dari kabupaten atau kota di sekitarnya yang didominasi oleh
dataran rendah. Kondisi topografis ini memengaruhi pola pemanfaatan ruang dan
penggunaan tanah oleh masyarakat setempat. Ketergantungan penduduk pada
sektor agraria menjadikan tanah memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi,
sehingga kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan unsur penting dalam
mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Pada tanggal 6 Juni 2024, Kota Pagar Alam mencatat capaian signifikan
dengan menerbitkan 38 sertipikat tanah elektronik, yang merupakan jumlah
tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah tersebut jauh melampaui daerah lain
seperti Ogan Komering Ulu (16 sertipikat) dan Musi Banyuasin (7 sertipikat).
Program sertipikat elektronik yang diluncurkan pada Juni 2024 ini bertujuan untuk
mempermudah masyarakat mengelola dokumen tanah, mengurangi risiko hilang

atau dipalsukan, serta mempercepat proses verifikasi data (Almi, 2024).



Berdasarkan data terbaru dari Kantor Pertanahan Di Kota Pagar Alam
jumlah sertipikat yang telah di alihmediakan dan di terbitkan dalam bentuk
sertipikat elektronik telah mencapai 560 pemegang hak. Capaian ini mencermikan
percepatan transformasi layanan pertanahan digital yang bertujuan untuk
mempermudah masyarakat dalam pengelolaan dokumen kepemilikan tanah,
meningkatkan keamanan data dan resiko kehilangan atau pemalsuan, serta
mempercepat proses verifikasi dan pelayanan administrasi pertanahan secara
keseluruhan.

Keberhasilan suatu program layanan publik tidak cukup hanya dilihat dari
jumlah sertipikat yang diterbitkan, tetapi juga perlu diukur dari kepuasan
masyarakat yang menggunakannya. Perubahan pola pelayanan dari yang
sebelumnya konvensional menjadi berbasis digital tentu berdampak pada tingkat
kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Pagar Alam menjadi lokasi untuk
meneliti sejauh mana pelayanan sertipikat elektronik dapat meningkatkan
efektivitas pelayanan dan kepuasan masyarakat di bidang pertanahan. Mengingat
terbatasnya kajian dan literatur mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan sertipikat elektronik di Kota Pagar Alam menjadi penting untuk menilai
efektivitas kebijakan serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas

pelayanan pertanahan.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan sertipikat elektronik  untuk
meningkatkan kepuasan Masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Pagar

Alam?

C. Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:
1. Penelitian ini dilakukan pada wilayah administrasi yang berada dalam
cakupan layanan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam. Batasan ini

memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan berasal dari satu



lembaga dengan kebijakan, prosedur, dan sistem layanan yang sama,
sehingga hasil penelitian dapat lebih fokus dan representatif untuk konteks
lokal.

Objek penelitian yang diamati adalah penerapan sertipikat elektronik
(sertipikat-el) sebagai inovasi pelayanan pertanahan di Kota Pagar Alam.
Penelitian menganalisis perubahan tingkat kepuasan masyarakat dan
efektivitas layanan dari sistem analog menuju sistem elektronik. Batasan
ini bertujuan untuk membandingkan secara spesifik bagaimana perubahan
teknologi dari analog ke elektronik berdampak pada pengalaman dan
kepuasan pengguna layanan.

Subjek penelitian adalah masyarakat pengguna layanan pertanahan yang
telah mengetahui, mengajukan, atau menerima layanan terkait sertipikat
elektronik di Kota Pagar Alam. Batasan ini memastikan bahwa responden
memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan aktual tentang sertipikat
elektronik, sehingga jawaban mereka mencerminkan persepsi yang
berdasarkan pengalaman nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penelitian menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
sertipikat elektronik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan
sembilan unsur pelayanan, yaitu (1)persyaratan, (2)sistem dan mekanisme
prosedur, (3)waktu penyelesaian, (4)biaya/tarif, (5)produk spesifikasi
jenis pelayanan, (6)kompetensi pelaksana, (7)perilaku pelaksana,
(8)penanganan pengaduan dan masukan, (9)sarana dan prasarana.
Pengukuran dilakukan dengan membandingkan persepsi pengguna
terhadap layanan elektronik dengan pengalaman mereka pada sistem
analog sebelumnya. Batasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur
mana dari kualitas pelayanan yang paling berkontribusi terhadap
peningkatan kepuasan masyarakat dalam transisi dari sistem analog ke
elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner skala Likert 1-4
yang disebarkan kepada masyarakat pengguna layanan sertipikat analog

dan sertipikat elektronik. Data pengguna layanan sertipikat analog dan



sertipikat elektronik dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas,
uji normalitas,a nalisis deskriptif, dan analisis perbandingan untuk
mengukur tingkat kepuasan dan efektivitas layanan. Batasan ini
memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif dengan
metodologi yang terstruktur dan dapat diukur secara objektif.

Penelitian ini hanya membahas kepuasan masyarakat dan efektivitas
layanan terhadap pelayanan sertipikat elektronik dari perspektif pengguna
layanan. Penelitian tidak menilai aspek teknis sistem informasi,
infrastruktur IT, keputusan kebijakan organisasi, atau regulasi yang berada
di luar ruang lingkup evaluasi kualitas pelayanan publik dari sudut
pandang masyarakat pengguna layanan. Batasan ini memastikan bahwa
fokus penelitian tetap pada pengalaman dan persepsi pengguna tanpa

melibatkan analisis teknis atau managerial yang kompleks.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

sertipikat elektronik dalam pelayanan pertanahan di Kota Pagar Alam.

2. Untuk mengetahui efektivitas sertipikat elektronik dalam pelayanan

pertanahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di Kota Pagar

Alam.

Adapun penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1.

Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
ilmu pengetahuan, khususnya terkait pelayanan publik di bidang
pertanahan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai
pelayanan sertipikat elektronik dan kepuasan masyarakat.

Manfaat Praktis

a. Penelitian ini menghasilkan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan sertipikat elektronik di Kantor

Pertanahan Kota Pagar Alam, sehingga dapat menjadi dasar untuk



memahami pengalaman pengguna dan persepsi masyarakat terhadap

inovasi layanan pertanahan digital.

. Penelitian ini mengidentifikasi efektivitas sertipikat elektronik

dalam meningkatkan kepuasan masyarakat melalui analisis
perubahan kualitas pelayanan pada sembilan unsur pelayanan
berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017,
sehingga Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dapat melakukan
perbaikan strategis pada aspek-aspek layanan yang masih perlu

ditingkatkan untuk memaksimalkan kepuasan pengguna.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan
terhadap tingkat kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut.

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sertipikat Elektronik

di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam

Berdasarkan hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang
mengacu pada sembilan unsur pelayanan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor
14 Tahun 2017, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertipikat analog
berada dalam kategori Baik dengan Nilai Interval Konvensional sebesar 76,60,
sedangkan sertipikat elektronik berada dalam kategori Baik dengan NIK sebesar
81,37, lebih tinggi dibandingkan sertipikat analog. Unsur waktu penyelesaian dan
penanganan pengaduan pada kedua sistem memperoleh penilaian relatif lebih
rendah dibandingkan unsur lainnya, sementara kompetensi dan perilaku pelaksana
memperoleh apresiasi tertinggi. Dengan demikian, rumusan masalah pertama dapat
dijawab bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tergolong baik, namun masih
terdapat ruang peningkatan pada beberapa unsur pelayanan tertentu agar layanan

dapat mencapai kategori Sangat Baik secara menyeluruh.

2. Efektivitas Pelayanan Sertipikat Elektronik dalam Meningkatkan

Kepuasan Masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test terhadap 100 responden,
diperoleh nilai Z sebesar -7,380 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000,
sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Hasil ini membuktikan secara statistik bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan sertipikat analog dengan sertipikat elektronik, dengan 83 dari 100
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responden (83%) mengalami peningkatan skor kepuasan setelah beralih ke
sertipikat elektronik. Dengan demikian, rumusan masalah kedua dapat dijawab
bahwa pelayanan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam

terbukti secara statistik efektif dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut disampaikan saran yang ditujukan
kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas dan
efektivitas pelayanan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam

a. Pertama, Perlu memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan unsur
waktu penyelesaian layanan, antara lain dengan menetapkan dan
mempublikasikan standar waktu layanan (service level agreement) secara
transparan kepada masyarakat.

b. Kedua, Perlu memperkuat mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan
masukan dari masyarakat melalui kanal pengaduan yang terintegrasi, baik
online maupun offline.

c. Ketiga, Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam disarankan untuk memperluas
dan mengintensifkan program sosialisasi sertipikat elektronik kepada
masyarakat, khususnya kepada kelompok yang belum terbiasa dengan
layanan berbasis digital.

d. Keempat, mengingat unsur kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana
mendapatkan apresiasi tertinggi dari masyarakat, Kantor Pertanahan Kota
Pagar Alam disarankan untuk mempertahankan standar kinerja pegawai
tersebut melalui pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas sumber daya
manusia (SDM) yang berkelanjutan, terutama seiring dengan
perkembangan sistem dan regulasi yang terus berubah di bidang pertanahan

elektronik.
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2. Bagi Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN perlu mempertimbangkan hasil penelitian ini
sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan sertipikat elektronik
secara nasional. Mengingat pelayanan sertipikat elektronik terbukti efektif
meningkatkan kepuasan masyarakat di Kota Pagar Alam, hasil ini dapat dijadikan
referensi untuk mempercepat perluasan program ini ke kantor pertanahan di
wilayah lain, khususnya di daerah yang masih dalam tahap transisi dari sistem
analog. Selain itu, Kementerian ATR/BPN perlu mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk penguatan infrastruktur teknologi informasi di kantor-kantor
pertanahan yang berada di wilayah dengan kondisi geografis terpencil atau
keterbatasan akses internet, agar implementasi sertipikat elektronik dapat berjalan

optimal dan merata di seluruh Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen
kuesioner yang mengukur persepsi kepuasan secara agregat berdasarkan sembilan
unsur IKM. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melengkapi temuan ini dengan
pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam atau focus group discussion
guna menggali faktor-faktor penyebab ketidakpuasan secara lebih substantif,
khususnya pada unsur waktu penyelesaian dan penanganan pengaduan. Selain itu,
penelitian lanjutan dengan cakupan lokasi yang lebih luas, misalnya dengan
membandingkan beberapa kantor pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan, akan
menghasilkan temuan yang lebih representatif dan dapat digeneralisasikan untuk

kepentingan kebijakan yang lebih luas.
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